
 

 

 

 

 

 

BUPATI KAIMANA 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAIMANA 

 

NOMOR 31 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1A TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAIMANA, 

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 12P/HUM/2024 mengenai permohonan 

keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden  

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan 

Bupati Nomor 1A Tahun 2024 tentang Pedoman 

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kaimana perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 1A Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 

SALINAN 



2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 

Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 

Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, 

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4245); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 

 



9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1A TAHUN 2024 TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati   

Nomor 1A Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Kaimana Tahun 2024 Nomor 343A), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-

komponen sebagai berikut: 

a. uang harian; 

b. biaya transpor; 

c. biaya penginapan; 

d. uang representasi; dan/atau 

e. biaya menjemput/mengantar jenazah. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. uang makan; 

b. uang transpor lokal; dan 

c. uang saku. 

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas: 

a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai 

Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan 

termasuk biaya ke terminal bus/ 

stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; 

b. retribusi yang dipungut di terminal 

bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan 

dan kepulangan. 

c. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat 

dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, 

moda transportasi dan penginapan, diantaranya 



biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya 

bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak 

termasuk dalam harga tiket. 

(4) Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c dapat diberikan sepanjang 

terdapat pernyataan, baik secara tertulis maupun 

secara sistem, dari Pelaksana SPD setelah mendapat 

persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa 

biaya dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan 

tugas Pelaksana SPD. 

(5) Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai 

dengan Tempat Tujuan keberangkatan dan 

kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat 

Tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan ke 

Tempat Kedudukan; 

b. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat 

Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan 

ke selain Tempat Kedudukan dengan 

memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta 

dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling 

banyak sebesar estimasi biaya transportasi dari 

Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai standar biaya; dan 

c. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat 

Tujuan dan kepulangan selain dari dan ke Tempat 

Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam           

huruf b dilakukan dari dan ke Tempat Sah. 

(6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada               

ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan 

untuk menginap: 

a. di hotel; atau 

b. di tempat menginap lainnya. 

(7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya 

penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan             

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di 

Kota Tempat Tujuan; 

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dibayarkan secara lumpsum. 

(8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada               

ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat 

Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama 

melakukan Perjalanan Dinas. 



(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi 

penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya 

angkutan jenazah. 

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan 

pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 9 

 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 

5 (lima) tingkat, yaitu: 

a. Tingkat A, untuk Bupati, Wakil Bupati dan 

Pimpinan DPRD; 

b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat         

Eselon II;  

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS            

Golongan IV; 

d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS            

Golongan III; dan 

e. PNS Golongan II dan PNS Golongan I, Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai 

Tidak Tetap. 

(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai 

Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk 

kepentingan negara ditentukan oleh Kepala SKPD 

sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas 

yang bersangkutan. 

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam         

Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya 

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan 

merupakan batas tertinggi; 

b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan 

Biaya Riil; 

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya 

Riil; 

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum; 



e. biaya pemetian jenazah termasuk yang 

berhubungan dengan pengruktian/pengurusan 

jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan 

f. biaya angkutan jenazah termasuk yang 

berhubungan dengan pengruktian/pengurusan 

jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerpatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana. 

 

       Ditetapkan di Kaimana 

       Pada tanggal 8 Oktober 2024 

 

Plt. BUPATI KAIMANA, 

CAP/TTD 

HASBULLA FURUADA 

 

Diundangkan di Kaimana 

Pada tanggal 8 Oktober 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, 

CAP/TTD 

DONALD RAIMOND WAKUM 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 464 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH 

PEMBINA 

Nip. 19780605 200603 1 001 

 


